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BAB IV 

   PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka penulis 

dapat menarik kesimpulan mengenai penegakan hukum tata tertib terhadap 

warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang sebagai berikut: 

1) Ada berbagai macam faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran 

tata tertib di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang mulai dari faktor 

internal dan faktor eksternal. Faktor internal, yaitu  faktor yang terdapat 

dalam diri individu, yang mencakup beberapa hal antara lain : niat warga 

binaan dan moral/pendidikan. Sedangkan faktor eksternal, yaitu faktor 

yang berasal dari luar diri individu atau karakteristik dari linkungandan 

obyek-obyek yang terlibat didalamnya, yang mencakup beberapa hal 

antara lain: sarana dan prasarana, kapasitas yang berlebihan, lingkungan, 

aspek psikologi, kebutuhan biologis dan lamanya masa  hukuman 

narapidana. 

2) Ada dua upaya yang telah dilakukan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan 

Klas I Malang dalam usaha menanggulangi pelanggaran tata tertib yakni 

upaya preventif dan upaya represif. Upaya  preventif, yaitu suatu tindakan 

pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi 

kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang 

dengan cara memberikan pembinaan terhadap narapidana yang dilakukan 

seminggu dalam satu kali. Sedangkan upaya represif, yaitu upaya yang 
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dilakukan berupa tindakan atau pemberian sanksi hukuman terhadap para 

narapidana yang melakukan pelanggaran tata tertib sesuai dengan pasal 4 

Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan 

Rutan. 

3) Kendala yang dihadapi petugas pemasyarakatan di Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang dalam pelaksanaan pengamanan bagi 

warga binaan terdapat beberapa kendala, antara lain : Jumlah petugas lapas 

yang masih kurang yaitu berjumlah 219 sedangkan tahanan dan 

narapidana berjumlah 3.117 orang sehingga jumlah personil petugas tidak 

sebanding dengan jumlah warga binaan yang ada, sarana dan prasarana 

masih banyak belum yang memadai, anggaran masih kurang dan dari segi 

warga binaan pemasyarakatan, meliputi : tidak adanya minat dan bakat, 

watak diri dan kurangnya kesadaran hukum.   

 

4.2 Saran  

Agar dapat mengurangi atau menekan terjadinya pelanggaran tata tertib di 

Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang, maka penulis mengemukakan saran 

sebagai berikut: 

1. Bagi Kementerian Hukum dan HAM  

Perlunya peningkatan kuantitas dan kualitas  petugas pemasyarakatan, 

yaitu dengan melakukan penambahan jumlah personil pada Lembaga 

Pemasyarakatan Klas I Malang dan memberikan pelatihan serta 

pendidikan untuk meningkatkan kualitas petugas pemasyarakatan. Selain 
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itu, perlu adanya dukungan anggaran yang cukup agar dapat terpenuhinya 

standar-standar infrastuktur, sarana dan fasilitas dalam mendukung 

penegakan hukum di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dan 

memindahkan narapidana ke tempat lapas lain sehingga dapat mengurangi 

jumlah kapasitas hunian lapas.  

2. Bagi Narapidana 

Perlu ditingkatkan partisipasi narapidana dalam proses pembinaan. 

Caranya menarik minat narapidana terhadap pembinaan dengan cara 

menciptakan suasana yang menyenangkan, kondusif dan tidak 

membosankan. Selain itu memperbanyak aktivitas dan menjalankan 

aktivitas di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang dengan lebih baik, 

sehingga lebih produktif dan tidak menghabiskan waktu dengan percuma. 

Selain dapat mengisi waktu, aktivitas tersebut juga bertujuan untuk 

menghindarkan narapidana dari sifat malas, berdiam diri, atau melamun, 

dan menjauhkan narapidana dari pikiran-pikiran yang dapat menimbulkan 

stress.  

3. Bagi Lembaga Pemasyarakatan Klas I Malang 

Khususnya petugas keamanan harus melakukan penegakan hukum yang 

harus mampu membuat jera para narapidana maupun tahanan dan lebih 

memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan kunjungan kepada para 

narapidana maupun tahanan untuk menekan terjadinya pelanggaran tata 

tertib khususnya kasus penyelundupan barang-barang terlarang yang 

kebanyakan dilakukan melalui pelaksanaan kunjungan.  
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